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UU PDP Disahkan
Pekan Depan

Kemendagri akan meningkatkan keamanan siber
berdasarkan standar internasional ISO 27001 tentang
mandajemen keamanan informast

Sri Utami
ﬂ.'ﬁ.'@m?ﬂ'lllT.'.“QD.'?F SNT.Caam

EMBAIIASAN Rancangan Undang-Un-
dang Perlindungan Data Pribadi (RUU
PUP) hingra diajukan ke tingkat dua
berjalan mulus. Semua pihak dari
pemerintah dan PR sud ah menandatangani
dan sepakat RUT POP disahkan untuk diun-
danghkan dalam waktu cekat.
"Harusnya iya {disahkan pekan depan)
semua sudah menandatangani, Kemenkum
dan HAM juga sudah. Semua

hekerja memastikan praktik perlindongan
data di Tanah Air berjalan baik.

Perkuat keamanan siber

Kementerian Dalam Negerd (Kemendagri)
menyatakan pihaknya akan memperkuat
keamanan siber selagh menungeu pengesahan
TIT PT}P.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif
Fakrulloh menerangkan pihaknya juga akan
meningkatkan keamanan siber berdasarkan
standar internasional 150 27001 tentang mana-

jermen keamanan informasi,

pandangan mini frak:i dan

“Intinya kami memperkuat

urmum dard fraksl juga sudah "Haru snya tidak Ecamanan data dan tata kelo

semua (setuju)” njar angeota

lanya, salah satunya dengan

Komisi 1 DPR dari Praksi Mass  ada (perubahaﬂ) menerapkan 150 27001, pa

Tem Muhammad Tarhan keti-
ka dihubungi kemarin,

Farhan menerangkan, saat
ind ddak ada kendala berarti
apalagi kemungkinan peru-
bahan. Ditargetkan RUU PDP
dizahkan pada 25-29 Septem-
ber atau pekan depan,

semuanyd
mulus. Hanya

tinggal masalah
teknis antara

pimpinan fraksi

par Fudan ketika dihubungi
kemarin,

Fudan menyebut Kemendag-
rhjuga akan meningkatkan
ewareness kepada seluruh
instansi Dukeapil di seluruh
Indonesia.

“Pun lembago pengguna

: ';’IRI;IIHH)-‘H tidak arlr: [ps;;u- men entu kan ;ﬂrrka;t dp;gnnui;:rlinrlnn.gan
FaNAN] Semuanya muius, fa- atd Qan Eewalloan men]aga
nya tinggal masalah teknis kapan kerahasiaan data,” tegasnya.

antara pimpinan fraksi me
nentukan kapan digelar rapat
paripurnanya,” tukasnya,

Sebelumnya, pembahasan
RUU PDP sempart tertunda ka
rema atda perbedaan pendapat
antara DPR don pemerintah
terkait lemhaga pengawas vang hertugas
mengawasi prakrik perlindungan data pribadi
di Indonesia. DPR menginginkan ada lembaga
independen khusus unmk menangani masalah
perlindungan data pribadi sehingga kerjanya
bisa bersifar netral,

Sementara itu, pemerintah menginginkan
lembaga tersebut berada langsung di bawah
komandn Kementerian Komunikasi dan In-
formatika (Kemenkominfol, Dengan begitu,
kinerja penanganan kasus pelanggaran per-
lindungan data pribadi dapat lebih efisien.

Namumn, perhedaan masalah itu sudah me-
nemukan otk erang dan telah ada solush se
hingpa nantinya lembaga pengawas tetap bisa

digelar rapat
paf’ipumaﬁya." on Telkom Andri Herawan

Muhammad Farhan
Anggnta Komisi | DFR

Sementara itu, Vice Presi
dent Corporate Communicati-

Sasoko menegaskan pihaknya
tdak menemukan adanya indl
kazi kehoooran data pelanggan
di seluruh unit usaha Telkom,
Keseluruhan data pelanggan Telkom telah
disimpan dalam sistem vang memiliki ke-
amanan ketat.

rSetelah melalul penclusuran dan investd
gasi menyeluruh. kamimeyakini dan memas-
tikan bahwa ddak ada kebocoran data pelang
gan.” ungkapnya.

Corporate Sceretary BRI Acstika Orvza Gu
nartn menegaskan hal yang sama.

“BRI tidak ada mengalami kebocoran data,
Keamanan data pribadi nasabah merupakan
aspelk yang sangal penting bagi BRI karena
haltersebut merupakan sehuah amanah yvang
dipercavakan oleh nasabah BRL™ tegasnya.
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